
, -

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan V ;

2. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

3. Jaksa Agung;

4. Gubernur Bank Indonesia

MENGINSTRUKSlKAN

a. bahwa dalam r-angka upaya meningkatkan davaguna

dan hasilguna pelaksanaan pengawasan melekat

dilingkungan setiap instansi Pemerintah,

dipandang perlu untuk melakukan langkah-langkah

-yang lebih konkrit agar daLam REPELITA V dapat

lebih terasa perwujudan Aparatur Pemerintah yang

semakin bersih dan berwibawaj

b. bahwa sejala;ndengan hal tersebut pada huruf a

dan agar keg iatan pen gawas an m·e1eka t dapat

mencapai sasaran serta hasil yang nyata,

dipandang perlu untuk menetapkan Instruksi

Presiden t.errtang Pedoman Pelaksanaan Peng'awasan

Melekat.

1. Pasal 4 ayat(l) Undang-undang Dasar 1945;

2. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;

3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1988 tentang

Penataran Pengawasan Melekat Bagi Pejabat

Republik Indonesia.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1989

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT
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•

peningkatan pelayanan kepada maavar-akat.;

o. mempercepat pengurusan kepegawaian sesuai
- -

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepada Henteri Negara Pendavaguanan Aparatur Negara

untuk:

1. menetapkan petunjuk-petunjuk pelaksanaan

pengawasan melekat;

2. mengawasi pelaksanaan Instruksi Presided ini

dengan dibantu oleh Ketua Lemba.ga Administrasi

Negara;

KEEMPAT

danperijinanpenyelesaian4. mempercepat

we,.renang;

3. menekan hingga sekecil mungk in kebocoran serta

pemborosan keuangan Negara dan segala bentuk

pungutan liar;

KETIGA

Meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan

pengawasan melekat sesuai dengan tugas pokok

fungsi, rencana, dan program kerJa dari masing­

masing instansi/unit kerja.

Menyusun program peningkatan pelaksanaan pengawasan

melekat tahunan dari masing-masing instansi/unit

kerja.

Menetapkan program peningkatan pengawasan melekat

sebagaimana dimaksud pada dilttumKEDUA yang berisi

kegiatan-kegiatan nyata dengan sasaran untuk

J. meningkatkan disip~in serta prestasi kerja dan

pencapaian·sasaran pelaksanaan tugas;

2. menekan h ingga sekecil mungkin penyalagunaan

KEDUA

Untuk

PERTAMA

,

5. Para Pimpina~ Lembaga Pemerintah Non Departemenj

6. Para Pimpinan Kesekretariat~n Lembaga Tertinggi/

Tinggi Negara;

7. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I

...
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Bambang Kesowo, S.H.,LLM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum

dan Pez-undang+undang an.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 20 Maret 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

S 0 E H.A R T 0

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

dikeluarkan.

KEENAM

3. melaporkan hasil 'evaluasi pelaksanaan Instruksi

Presiden ini secara berkala kepada Wakil

Presiden Republik Indonesia.

Pelaksanaan pengawasan melekat dilakukan dengan

memperhatikan dan'menggunakan pedoman sebagaimana

tersebut dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik­

baiknya dan penuh tanggung jawab.

KELlMA
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e. pengawasan •••

bangan pildran,saran;gagesan atau l--eluhan/pengaduanyang ber­

sifat membangun yang disampai~an baik secara langsung maupun

melalui media._

sum-kepada Aparat~r pem~riptah yang berkepentingan, berupa

d. Pengawasan masyara~at, adalah pengawasan Yang dilakukan oleh

warga masyara~at yang disampaivan secara lisan atau tertulis

C. pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh

'aparatpengawasan secara f'ungsdona.L:ba'ikintern pemerintah

maupun ekstern pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaks~

naan tugas umum pemerintahan dan pembangunan ag~r sesu3.i de...

ngan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Atasan langsung adalah pejabat atasan yang karena struktur or

ganisasinya atau kewenangan khusU6 termasuk proyek, membawahi

dan Vlajibmengawasi pegawai bawahannya.

Bawahan adalah mereka yang bertanggung jawab sert~ wajib me­

lapor kepada atasan tentang pelaksanaan pekerjaan yang ditu -

gaskan kepadanya.

a. Pengawasan Melekat, adalah serangYaian k~giatan yang bersifat

sebagai pengendalian yang terus rnenerus,dilakukan olen atao­

an langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau repre­

sif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara

efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan pera.­

tUran perundang-undangan yang berlaku.

.......
1. Dalam Instruksi Presiden ini yang dimaksud dengan

I • U H U 11

PEDOMAN PELAKSANAAN PE~GAWASAN MELEKAT

LAHPlRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO:t-lOR1 TAHUN 1989
TANGGAL 20 MARET 198.9

.""
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• • • • •4). kegiatan

pembangunan;

3). penyelenggaraan pengurusan dan pengelo1aan keuangan dan

kekayaan negaraj

proyek2). pelaksanaan rencana dan program serta proyek-

4l Ruang Lingkup

a. pengawasan melekat dilalrsanak-anberdasarkan kebijaksanaan

yang telah digariskan, meliputi semua kegiatan pemerintahan

dan pembangunan, baik di pusat maupun Daerah yang mencakup:

1). kegiatan umum pemerintahan antara lain pemberian bim -

bingan dan pembinaan, pemberian perijinan, pelayanan

dan kemudC'Jhanl<"epadamasyarakatj

3. Sasaran pengaViasanMelelrat,adalah ;

a. meninglratkandisiplin serta prestasi kerja dan pencapaian ~a

saran pelaksanaan tUg~S9 .

b_ menekan hingga seyeeil mung~in penyaluhgunaan wewenang,

c. menekan hingga sek-eeilmunglrinkebocoran serta pemborosan

keuangan Negara dan segala bentuk pungutun liar,

d. mempercepat penyelesaian perijinan dan peningkatan pelayan­

an kepada masyarakati

e. mempercepat pengurusan kepeea~aian sesuai ketentuan peratuE
>

an perundang-undangan yang berlaku.

sung.

e. Pengawasanle-gisla tif, adalah pengawasanyang dilakukan oleh lem­
baga perwakilan rakyat te:::-hac1apkebijaksanaan dan pelakse.naan tu­
gas-tugae umumpemerintahan dan pembangunan.

f. Instansi pemerintah, adalah sebutan kolektif meliputi Departemen
Pemerintahan, LembagaPemerintah NonDepartemen, Kesekretariatan
~embagaTertinggi/Tingg:L Negara, Instansi PeInerintah lainnya. dan
proyek baik di tingkat Pusat maupunDaerah.

2. Tujuan PengawasanMel~kat adalah te:-cciptanya kondiei yang mendukung

kelanearan dan ~etepatan pelak-sanaantugas-tugas umum pemerin -

rahan dan pembangunan, kebija¥"sanaan,rencana dan peratura_nper-,

undang-undangan yang berlavu, yang dilak-ukanoleh atasan lang -

If
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g. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahanj

h. membinabawahan agar dapat me1aksanakan +ugas dengan ba.:i.k.

6. Sarana dan sistem kerja yang harus diCiptakan atau disempuxnakan ada­
lab. antara lain :
a. Struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi

beserta uraiannya yang jelas pula;

.
- sesuai dengan kewenan~ya dengan memperhatikan kewenangan peja -

bat/- instansi yang terkai tj

e. menjalin kerjasama dengan aparat pengawasa_~fungsional dan penga -

wasan-pengawasan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan
melekat;

f. meminta 1aporan dan pertimggungjawaban atas pelaksanaan tugae ba -
·wahal'l;

5. Pelaksanaan PengawasanMelekat dilakukan dengan .;
a. menciptakan sarana atau sistem kerja berdasarkan kewenangan yang

dimiliki sehingga pelaksanaan tugas berjalan sasuai dengan rencana
dan ketentuan yang berlaku;

b. memantau, me;tgamati dan memeriksa peLaksanaan tugas agar berjalan
sesuai dengan rencana dan ketentuanyang b2rlaku secara bexdayaguna
dan bezdayagunaj

c. mengindetifikasi dan menganalisis gejala-gejala dan penyimpatigan
serta kesalahan yang terjadi, menentukan sebab dan akibatnya serta

cara mengatasinya;

d. merumuskan tindak lanjut dan mengambil langkah-langkah yang tepat

II. PELAKSANAAN PENGAWASANMELEKAT

t

4). kegiatan Badan Usaha Milik Ncgara dan Badan Ueaha Milik Da­
erah, LembagaKeuangan serta Bank-Bank milik Negara;

5)0 kegiatan aparatur pemerintah di bidang yang mencakup kelem­

bagaan, kepegawaian dan ke·tatalaksanaan ...

b. Pengawaaan melekat yang me-liputi ruang lingkup tersebut di atas
dilalrukan oleh setiap atasan secara struktural, fungsional dan

pimpinan proyek, baik yang menyangkut aspek telmis maupun admi­

nistratif sesuai dengan sasaran kerja dan waktu, kewenangan dan

pera tura.n perundang-undangan yang berlaku.

'II

....
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. .. . .e. tindakan

pa :

a. tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan per­

undangan di bidang kepegawaf.an, termasuk 'penerapari hukumart

disip,lin;

b. tindakan tuntutan/gugatan perdata, antaza lain tuntutan ganti

rugi/penyetoran kembali, tuntutan perbendaharaan dan tunttman

perdata berupa pen~naan denda,ganti rugi dan lain-lain;

c. Undakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkara -

nya kepada instansi yang b~rwenang sesuai dengan proaedur d3n
peratu:ran pernndang-undangan yang berlaku;

d. tindakan penyempurnaan aparatur pemerintah di bidang kelemba­

gaan, kepegawaian dan keta talaksanaan;

."

III. TINDAK' LANJtlT.
7. Tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah-masalah yang diindent,!

fikasi dalam rangka pelaksanaan pengawaaan melekat, seeu8i dehgan

ketehtuan para turan perundang-undangan yang berlalru, yaitu beru~

uangan;
f. pembihaan'personil yang terus menerue agar para pelaksana man

jadi unsur- yang mampu mal.aksanakan dengan baik 'tugae yang
menjadi tanggungjawabnya dan tidak meiakukan tindakaO yang
bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.

b , kebijaksanaan peLaksanaan yang dituangkan seoara tertulis yang

dapat menjadi' psgangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang

menerima pelimpahan wewenang dari atasan;

Co rencana kerja dan rencana biaya yang menggambarkan kegiatan

yang harus dil8.keanakan, bentuk hubungan kerja antara kegia tan
tersebut dan hubungan antara berbagai kegiatan beserta sasaran

yang harus dicapainya.

d. prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas

daI~ atasan kepada bawahan;

e. pe~catatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat

bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlUkan bagi

pengambilan keputusan serta penynsunan pertanggungjawaban,balk

mengenai pelaksanaan .tugas maupun mengenai pengelolaan ke
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10. Dalam pelaksanaan pengawasan melekat perlu diperhatikan masuk­

an dari pengawa6an fungsional, pengawasan legislatif, .dan pen~

..awasan masyarakat, eehi.nggamendadikan mengawasan meLekab.seba

gai unsur pengawasan intern yang efaktif •

9. Tindak lanjut seperti tersebut d.alambutir 7 di atas'diberita­

hukan kepada Menteri Negara pendayagunaan Aparatur..Negara dan

Ketua Lembaga Administrasi Negara, yang salanju.tnyadilaporkan

secara berkala kepada Wakil Presiden Republik Indonesia.

IV. LA.IN-LAIN

a. ti..ndak lanjut hasil.'pengawaaanmelekat .harus se.ce·pat.mung_

kin dilaksanakan setclah diyakini adanya penyimpangan dan

diperoleh cara.mengatasinya, atau prestasi yang diLilai pa­

tut mendapat penghargaan; .

b. peLaksanaan tLndak lanjut·merupakan kewenangan atasan ber _.

sangkutan kecuali apabila tindak lanjut tersebut diluar ba­

tas kewenangannya;

c s- dalam hal tindak lanjut hasil pengawaean melekat bukarrmen­

jadi wewenang at.asan yang bereangkutian, maka atasan ter-aebut
wajib melaporkan kepada atasannya atau kepada pejabat yang

.berwenang melaksana~an tindak lanjut;

d. laporan tersebut butir c di atas disertai 6aran/rekomendasi

pelaksanaan tinda~ lanjuti

e. tindak lanjut harus dipantau dan diev~luasi pelaksanaannya

guna memperoleh keyakinan bahwa tindakan-tindakan dalam·ranli

ka tindak lanjut tersebut mencapai Sasaran yang t.epat.

8. PeLaksanaan tindak lanjut:

ya~g ada agar.dapat·terselenggara dengan sebo.ik-baiknYadan

.tercapai hasil kerja yang optiqlal;

f.• tLndakarr pember'i.anpenghargaan kepada mereka .yang memiliki

prestasi yang dini'laipatut mendapaf penghargaan.

day0.si pengendalian maupu_npemanfaatan berbagai sumber

e. tLndakan peningkatan\dayaguna dan hasil guna terhadap f'ung-,
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PRESIDEN REPUBLIl<" INDONESIA

ttd

Bambang Keaawa, S.H.,LLM

Kepa1a Biro Hukum'

dan perundang-undangan
/'

Sa1inan seauai dengan as1inya.

.sEKRETARIAT KABINETRI
,""-

11. Ketentuan 1ebih 1anjut sebagai pe1&~aanaan Instrukai Pre­

siden ini ditetn.pkana1eh Menteri .Negara.pendayagunaan

Aparatur Neg:,radengan memperhatikan petunjuk Waki1 Presi

den Repub1ik Indonesia.
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